DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PUTUSAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PN. NOMOR 08/PID.B/2013/PN-GS) by Rahman, Novita Friyandani
 1 
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PUTUSAN PIDANA MATI 
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PN. NOMOR 08/PID.B/2013/PN-GS) 
 
ARTIKEL ILMIAH 
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat 
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Ilmu Hukum 
 
Oleh : 
NOVITA FRIYANDANI RAHMAN 
115010100111122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS BRAWIJYA 
FAKULTAS HUKUM 
MALANG 
2015 
 
 2 
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI 
TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA 
(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 08/PID.B/2013/PN-GS) 
 
NOVITA FRIYANDANI RAHMAN 
(Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya) 
Email : novitafriyandani@icloud.com 
 
ABSTRAK 
Anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dihukum mati seperti yang dijelaskan dalam 
Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu Putusan di Gunungsitoli, tersangka Yusman 
Telaumbanua dijatuhi Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati oleh Majelis Hakim karena 
perbuatannya yang melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Tujuan 
penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 
mati terhadap pelaku pembunuhan berencana serta untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana 
mati oleh hakim dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak jo Undang-
Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan analisis terhadap 
bahan hukum yang diperoleh Yusman Telaumbanua tidak dapat dijatuhi pidana mati karena unsur-
unsur yang terdapat pada Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi oleh Yusman Telaumbanua selain itu 
ditemukan bukti lain berupa Akta Baptisan yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia No. 
03/GBI-TK/II/2015 yang menyebutkan bahwa umur Yusman Telaumbanua masih belum dewasa. 
 
Kata kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Pidana Mati 
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ABSTRACT 
Children who committed a crime can not be executed as described in Law No. 3 of 1997 on Juvenile 
Justice jo Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. One verdict in Gunungsitoli, the 
suspect Yusman Telaumbanua Article 340 of the Criminal Code sentenced to death penalty by the 
judges because his actions were premeditated murder carried out jointly. The purpose of writing this 
article is to analyze the basic consideration of the judge in imposing the death penalty against the 
perpetrators of murder as well as to analyze the appropriateness of sentences to death by a judge with 
Act No. 3 of 1997 on Child Peradila jo Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. 
Based on the analysis of material obtained Yusman Telaumbanua law can not be sentenced to death 
because of the elements contained in Article 340 of the Criminal Code are not met by Yusman 
Telaumbanua than that found other evidence in the form of Baptism Certificate issued by the 
Indonesian Bethel Church No. 03 / GBI-TK / II / 2015 which states that the age Yusman 
Telaumbanua still immature. 
 
Keywords: Basic Considerations Justice, Crime Murder Planning, Death Penalty 
 
PENDAHULUAN 
LATAR BELAKANG 
 Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting 
adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan 
kepada terpidana sendiri agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi dan dapat 
menjadi anggota masyarakat yang baik. Hal tersebut sesuai dengan konsepsi baru fungsi 
pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan atau pembalasan namun sebagai upaya 
rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
1
 Terlepas dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak, anak 
tidak boleh dipidana mati. Larangan anak dijatuhi hukuman mati sudah menjadi kewajiban 
karena hukuman mati mencabut hak hidup sebagai hak yang paling fundamental dan tidak 
boleh dikurangi (non derogable). 
 Disamping itu, penjatuhan hukuman mati terhadap anak yang melakukan tindak pidana 
merupakan pelanggaran norma hukum internasional yang bersifat jus cogen
2
. Salah satu kasus 
yang terjadi di Gunungsitoli, Nias, Sumtera Utara, yang terjadi pada Yusman Telaumbanua. 
Rusula Hia yang merupakan ipar dari Yusman Telaumbanua bersama dengan  Ama Pasti Hia, 
Amosi Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni telah merencanakan pembunuhan yang dilakukan secara 
bersama-sama, sebelum kejadian tersebut korban Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang dan 
                                                          
1
 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 3. 
2
 Yayasan Pemantau Hak Anak, Anak Tidak Boleh dipidana Mati atau Hukuman Penjara Seumur 
Hidup, (online) http://www.ypha.or.id/web/?p=1589, diakses pada Senin 23 Maret 2015. 
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Rugun Br Haloho yang merupakan majikan dari Yusman Telaumbanua ingin membeli tokek 
yang berada di Nias. Selang beberapa hari Yusman Telaumbanua pulang ke Nias yang ingin 
menjenggung orang tuanya yang sedang sakit, beberapa hari kemudian ketiga korban tersebut 
berangkat ke Nias ingin mengambil pesanan tokek yang telah di pesan dari Rusula Hia. 
 Sesampainya ketiga korban di Nias Rusula Hia yang menyuruh Yusman Telaumbanua 
menjemput ketiga korban di Bandara Binaka dan membawa para korban ke rumah Rusula Hia 
tempat tokek tersebut berada. Ketika dalam perjalanan menuju rumah Rusula Hia para pelaku 
Rusula Hia, Amosi Hia, ama Fandi Hia, ama Pasti Hia dan Jeni yang sebelumnya telah 
merencanakan perbuatan mereka yaitu akan membunuh ketiga korban dan menjemput ketiga 
korban bersama Yusman Telaumbanua yang menunggu di simpang Miga dikarenakan jalanan 
yang tidak dapat ditempuh menggunakan mobil. Selanjutnya dalam perjalanan menggunakan 
sepeda motor ditengah-tengan perjalanan para pelaku Rusula Hia, Amosi Hia, Ama Pasti Hia, 
Ama Fandi Hia dan Jeni yang hingga saat ini status mereka masih dalam Daftar Pencarian 
Orang (DPO) berhenti di suatu kebun kemudian membawa ketiga korban kekebun tersebut 
dalam perjalanan Rusula Hia, Ama Pasti Hia, Amosi Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni membacok 
leher, punggung dan paha ketiga korban menggunakan parang dan pisau yang telah 
dipersiapkan sebelumnya, sehingga para korban terjatuh dan meninggal seketika. 
 Setelah kejadian pembunuhan tersebut yang dilakukan oleh Rusula Hia, Amosi Hia, Ama 
Pasti Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni kemudian Yusman Telaumbanua beserta dengan pelaku 
lainya membuang ketiga jasad korban ke jurang, kemudian Rusula Hia menggambil tas salah 
satu milik korban yang berisi uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan membagi-bagikan 
kepada pelaku lainnya. Keesokan harinya Rusula Hia, Ama Pasti Hia, Amosi Hia, Ama Fandi 
Hia dan Jeni kembali kejurang dan memenggal ketiga kepala korban untuk dijual dan dijadikan 
jimat kemudian membakar tubuh ketiga korban. 
 Dari kejadian tersebut hakim menjatuhkan pidana mati yaitu Pasal 340 KUHP dengan 
tuduhan melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama kepada 
Yusman Telaumbanua yang dimana menurut penulis dirasa tidak tepat dikarenakan usia 
Yusman Telaumbanua yang belum cukup umur, ini dibuktikan dengan adanya Akta Babtisan 
yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia No.03/GBI.TK/II/2015, dimana dalam Akta 
Babtisan tersebut di jelaskan bahwa Yusman Telaumbanua lahir di Nias, Tanggal 30 Desember 
1996. Jika dilihat kejadian Pembunuhan Berencana tersebut terjadi pada bulan Maret 2012 
dimana usia Yusman Telaumbanua masih berumur 16 (enam belas) tahun. 
aturan mengenai  hukuman mati bagi anak yang melakukan tindak pidana sudah 
diatur di dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak 
Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 
berbunyi: 
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“Apabila anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut 
paling lama 10 (sepuluh) tahun. 
MASALAH/ISU HUKUM 
1. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Mati Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana? 
2. Apakah Penjatuhan Pidana Mati oleh Hakim Telah Sesuai Dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ? 
 
METODE PENELITIAN 
 Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru 
sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dapat juga 
dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti adalah suatu peraturan 
perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Jo Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan-peraturan lain 
yang berkaitan dengan Dasar Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Yuridis Putusan Nomor 
08/Pid.B/2013/PN-GS). 
 
 Pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute 
approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan (statute 
approach) Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang 
dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Bagi penelitian 
untuk kegiatan praktis, pendekatan ini akan membuka kesempatan  bagi peneliti untuk 
mempelajari sinkronisasi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-
undang yang lainnya, antara putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 
08/Pid.B/2013/PN-GS dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Jo 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan perundang-
undangan lainnya. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai Dasar Pertimbangan Hakim 
dalam Menjatuhkan Putusan Mati terhadap Pelaku yang melakukan Tindak Pidana 
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Pembunuhan Berencana di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 08/Pid.B/2013/PN-GS dan 
beberapa ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan diatas. 
 Pendekatan kasus (case approach) Pendekatan kasus dalam penelitian normatif 
mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang akan 
dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-
kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam 
suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu 
gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik 
hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam pelaksanaan hukum.
3
 
Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan kasus tentang Dasar pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan 
berencana (Analisis Yuridis Putusan PN.Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS). 
 Adapun sumber-sumber bahan hukum dalam melakukan penulisan skripsi ini adalah 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Jo 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Pengadilan Negeri 
Gunungsitoli Nomor: 08/Pid.B/2013/PN-GS dan beberapa ketentuan hukum lain yang berkaitan 
dengan permasalahan diatas 
 Bahan-bahan hukum sekunder, Hasil-hasil  penelitian, buku, literature, dokumen  yang  
mendukung  data  primer, artikel, internet, maupun  pembahasan  yang  telah  ada  dari  
penelitian-penelitian  sebelumnya. 
Penelusuran bahan hukum primer dan sekunder dapat dilakukan melalui perolehan 
putusan dari  akses  internet  melalui  berbagai  situs  ilmu  hukum  maupun  diperoleh  literatur  
yang  berkaitan  dengan Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus Putusan pidana mati bagi 
pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Analisis Yuridis Putusan Nomor 
08/Pid.B/2013/PN-GS). Bahan hukum sekunder penulis dapat dari penelitian-penelitian  
sebelumnya dan yang pernah ada yang  berkaitan  dengan  Dasar Pertimbangan Hakim dalam 
memutus putusan pidana mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Analisis 
Yuridis Putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS). 
Teknik analisis terhadap bahan hukum dirumuskan mernggunakan beberapa 
interpretasi hukum, antara yaitu Interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau 
penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan 
                                                          
3
 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Cet III, Bayu Publishing, Malang, 2007, 
hlm 300 
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menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya
4
 Jadi, di dalam penelitian ini, 
peneliti akan memberikan penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana terkait dengan 
Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus putusan pidana mati bagi pelaku tindak pidana 
pembunuhan berencana (Analisis Yuridis Putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS), Interpretasi 
Logis untuk memaknai aturan-aturan dan bahan-bahan hukum lainnya mengenai kajian Dasar 
Pertimbangan Hakim dalam memutus putusan pidana mati bagi pelaku tindak pidana 
pembunuhan berencana (Analisis Yuridis Putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS). 
HASIL PENELITIAN 
A. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN 
PIDANA MATI TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA 
PEMBUNUHAN BERENCANA. 
 
Fakta-fakta yang terungkap di dalam penyidikan hanyalah berlaku sebagai hasil 
pemeriksaan sementara. Sedangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan siding 
yang menjadi dasar pertimbangan bagi keputusan pengadilan.
5
 Secara umum dapat dikatakan, 
bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai 
dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap 
proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi 
terpidana.
6
Dalam putusan ini tersangka Yusman Telaumbanua dijatuhi hukuman Pasal 340 
KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, ini tidak memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 
tersebut. Pada unsur “barangsiapa” ini masih tergantung pada unsur-unsur yang lainnya yang 
terdapat dalam pasal 340 KUHP ini, dimana apabila unsur yang lain telah terbukti, maka 
unsur “barangsiapa” tersebut dapat ditujukan kepada tersangka Yusman Telaumbanua. 
Dalam putusan tersebut hakim tidak tepat dalam menjatuhkan pidana mati terhadap 
Yusman Telaumbanua, melihat unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
tidak terpenuhi oleh perbuatan Yusman Telaumbanua. Pidana mati adalah pidana yang 
terberat menurut perundang-undangan pidana Indonesia dan tidak lain berupa sejenis pidana 
yang merampas hak asasi yang paling utama yaitu hak untuk hidup.
7
Pidana (mati) sebagai 
sarana baru mempunyai makna bila dikaitkan dengan tujuan pidana. Dan tujuan pidana ini 
                                                          
4
 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit hal 171. 
 
5
 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktis, Bandung, 2008, 
Hlm 199. 
6
 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38028/3/Chapter%20II.pdf, (online), Op.Cit. 
7
 Tolib Setiadi, Op.Cit, Hlm 52. 
 8 
bukan saja erat bertalian dengan jenis kejahatan yang telah dilakukan, melainkan juga erat 
bertalian dengan skala nilai-nilai sosial. 
Adapun hal-hal yang memberatkan yang ditujukan kepada tersangka Yusman 
Telaumbanua, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Yusman 
Telaumbanua dalam kasus pembunuhan berencana ini, yaitu dalam hal-hal yang telah 
disebutkan diatas dijelaskan bahwa perbuatan terdakwa diikuti dengan perbuatan lain seperti 
mengambil uang korban dan membakar mayat korban dan memenggal kepala korban padahal 
jika dilihat pada dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdapat dalam 
putusan ini telah disebutkan bahwa Rusula Hia yang mengambil tas Korban Rugun Br Haloho 
yang diketahui isinya terdapat uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian membagi-
bagikan kepada para pelaku lainnya, keesokan harinya Rusula Hia, Ama Pasti Hia, Amosi 
Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni menuju jurang tempat dibuangnya mayat ketiga korban, sambil 
membawa minyak dan parang untuk memenggal kepala para korban, pelaku Ama Fandi Hia 
memotong leher korban Rugun Br Haloho hingga terlepas dari badanya, kemudian Jeni 
memotong leher korban Kolimarinus Zega. 
Setelah para pelaku telah memotong leher para korban kemudian Rusula Hia bersama 
dengan pelaku lainnya mengumpulkan ketiga tubuh korban diatas batu sungai lalu disiram 
menggunakan minyak tanah kemudian dibakar, setelah ketiga tubuh korban telah hangus 
terbakar dimasukkan kedalam lubang tanah yang telah digali oleh para pelaku. Selanjutnya 
Rusula Hia bersama pelaku lainnya kembali kerumah masing-masing sambil membawa 
kepala korban yang telah dipisahkan sebelumnya, kepala korban yang telah dipenggal 
tersebut akan digunakan sebagai jimat untuk ilmu hitam. Dari kejadian yang telah disebutkan 
diatas tersebut bertolak belakang dengan hal-hal yang memberatkan pada putusan ini yang 
ditujukan kepada tersangka Yusman Telaumbanua. 
Bahwa hakim selaku pemutus perkara kasus yang menimpa Yusman Telaumbanua 
ini, yang menjatuhkan hukuman pidana Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana ini, 
yang menurut penulis dirasa kurang adil dalam pengambilan putusan dalam perkara ini, 
melihat dari fakta-fakta dipersidangan yang ada didalam putusan tersebut, seharusnya hakim 
sebagai wakil  Tuhan harus bersikap adil terhadap perkara Yusman Telaumbanua yang 
faktanya Yusman Telaumbanua hanya berperan membantu pelaku Rusula Hia, Ama Pasti 
Hia, Amosi Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni di dalam delik kasus pembunuhan berencana 
tersebut, sehingga seharusnya Yusman Telumbanua dijatuhkan hukuman pidana dalam 
KUHP yaitu Pasal 56 dan Pasal 57 KUHP yang menjelaskan tentang hal pokok pembantuan 
dalam tindak pidana suatu kejahatan. Dimana isi dari Pasal 56 KUHP dan Pasal 57 KUHP 
yaitu: 
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Pasal 56 KUHP dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan: 
ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantukan pada waktu kejahatan   dilakukan; 
ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk 
melakukan kejahatan.” 
Pasal 57 KUHP yang mengatur hukuman yang dapat dikenakan kepada Yusman 
Telaumbanua 
1) “Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi 
sepertiga. 
2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, 
dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
3) Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatan sendiri 
4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan 
yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, serta akhibat-akibatnya.” 
 
Bagi pandangan yang luas tentang pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa 
perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (dader), 
perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaannya 
sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaku pelaksananya.
8
  
Didalam putusan tersebut, hakim dirasa kurang memperhatikan fakta-fakta yang ada 
didalam persidangan, dikarenakan fakta-fakta dan keterangan yang didapat dipersidangan 
menjelaskan  bahwa tersangka Yusman Telaumbanuna sebenarnya tidak melakukan tindak 
pidana yang dijatuhi pada putusan tersebut, serta hakim dirasa kurang adil dan tidak sesuai 
terhadap keterangan-keterangan dan fakta yang ada dalam persidangan sebelum menjatuhkan 
suatu putusan. 
B. KESESUAIAN PENJATUHAN PIDANA MATI OLEH HAKIM DENGAN 
UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK JO 
UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN 
PIDANA ANAK. 
 Dalam Amar Putusan No. 08/Pid.B/2013/PN-GN ini menjelaskan bahwa pelaku telah 
tebukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan 
berencana secara bersama-sama, oleh karena perbuatanya tersebut tersangka Yusman 
                                                          
8
 Adami Chazawi, Percobaan & Penyertaan Bagian 3, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 
100.  
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Telaumbanua dijatuhi hukuman Pidana Mati yang menurut penulis perbuatan tersangka 
Yusman Telaumbanua tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang dijatuhi terhadap 
tersangka. Putusan No. 08/Pid.B/2013/PN-GS menyatakan bahwa pelaku Yusman 
Telaumbanua merupakan pelaku yang dewasa atau cukup umur, namum ada bukti lain 
yang ditemukan berupa akta baptisan yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia No. 
03/GBI.TK/II/2015, yang menyebutkan bahwa tersangka Yusman Telaumbanua lahir di 
Nias pada tanggal 30 Desember 1996. Jika dilihat dari akta baptisan tersebut sangat 
bertolak belakang dengan isi identitas Yusman Telaumbanua pada Putusan Pengadilan 
Gunungsitoli No.08/Pid.B/2013/PN-GN, dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa 
terdakwa Yusman Telaumbanuna lahir di Hilino Zega pada tahun 1993 dan berumur 19 
tahun. Pertimbangan Non Yuridis 
 Jika dikaji lebih dalam berdasarkan akta baptisan Gereja Bethel Indonesia No. 
03/GBI.TK/II/2015, pelaku Yusman Telaumbanua merupakan anak-anak/belum dewasa 
yang tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun seumur hidup. Adapun jenis-jenis pidana 
dan tindakan terhadap anak yaitu: 
1. Pidana penjara adalah berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak 
lamanya satu perdua dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 tahun. 
Kecuali pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak, 
menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak  
adalah: 
a) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ (satu perdua) dari 
maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa. 
b) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur 
hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 
(sepuluh) tahun. 
c) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum 
mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam 
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakat 
tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat (1) huruf b. 
d) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum 
mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana  yang tidak 
diancam mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap 
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anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24. 
2. Pidana Kurungan adalah dinyatakan dalam Pasal 27 KUHP bahwa pidana kurungan 
yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana paling lama satu 
perdua dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. 
3. Pidana denda adalah seperti pidana penjara dan kurungan maka penjatuhan pidana 
denda terhadap anak paling banyak juga satu perdua dari maksimum ancaman pidana 
denda bagi orang dewasa. Pidana denda menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 03 
Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak: 
a) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak ½ (satu 
perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. 
b) Apabila pidana denda sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak 
dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. 
c) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (Sembilan 
puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari 
serta tidak dilakukan pada malam hari. 
4. Pidana pengawasan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana 
dengan ketentuan lamanya paling singkat tiga bulan paling lama dua tahun. 
5. Pidana bersyarat 
a) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila penjara yang dijatuhkan 
paling lama dua tahun. 
b) Dalam putusan pengadilanmengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus. 
c) Syarat umum adalah bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi 
selama menjalani masa pidana bersyarat. 
d) Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak meakukan hal tertentu yang 
ditetapkan dalam Putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. 
e) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek dari pada masa pidana 
bersyarat bagi syarat umum. 
f) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
paling lama tiga tahun. 
g) Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan, dan 
Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak nakal menepati 
persyaratan yang lebih ditentukan. 
h) Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai 
Permasyarakatan dan berstatus Klien Permasyaratakatan. 
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i) Selama anak nakal berstatus sebagai Klien Permasyarakatan dapat mengikuti 
pendidikan sekolah. 
6. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak: 
a) mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh. 
b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan 
latihan kerja. 
c) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan 
kerja.
9
 
 Dalam hukum perlindungan anak, Arif Gosita mengatakan bahwa hukum 
Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak 
benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Bisma Siregar mengatakan bahwa 
aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum 
dan bukan kewajiban, mengikat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. 
Hukum Perlindungan Anak, merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban 
anak, Hukum Perlindungan Anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, 
hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. 
Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak 
benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.
10
 
 Bukti lain yang ditemukan merupakan surat akta baptisan Nomor: 03/GBI.TK/II/2015 
yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia yang dikeluarkan pada hari selasa, 20 
Januari 2015, yang disebutkan dalam akta baptisan tersebut bahwa Yusman Telaumbanua 
lahir di Nias 30 Desember tahun 1996, dengan nama ayah Ama Adi dan nama ibu Nayosa 
yang mana akta baptisan ini dilakukan oleh Pdt. Toehoe Santoso, S.TH. Menurut analisis 
penulis dalam Pasal 187 KUHAP menjelaskan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 
184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: 
a. “Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum 
yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan 
tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya 
sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; 
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat 
yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang 
menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu 
hal atau suatu keadaan; 
                                                          
9
 Bambang Waluyo, Op.Cit. Hlm. 27 
10
 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di 
Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, 2010, hlm. 43. 
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c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 
keahlianya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara 
resmi dan padanya; 
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat 
pembuktian yang lain.” 
 Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 187 KUHAP huruf a, b, c, d bahwa  surat akta 
baptisan yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia Nomor: 03/GBI.TK/II/2015, sesuai 
dengan pasal tersebut menurut penulis dapat juga dijadikan sebagai alat bukti yang sah yaitu 
dalam bentuk surat yang telah disebutkan dalam Pasal 187 (d) yaitu berbunyi surat lain yang 
hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain., maka 
dari itu, surat akta baptisan menuut penulis dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim jika 
ada upaya hukum yang akan dilakukan dengan digunakannya surat akta baptisan sebagai 
alat bukti surat yang sah. 
PENUTUP 
KESIMPULAN 
  Dari analisis putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor. 08/Pid.B/2013/PN-GS, 
mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak 
pidana pembunuhan berencana diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bahwa hakim selaku pemutus perkara kasus yang menimpa Yusman Telaumbanua 
ini, yang menjatuhkan hukuman pidana Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan 
berencana ini, yang menurut penulis dirasa kurang adil dalam pengambilan putusan 
dalam perkara ini, melihat dari fakta-fakta dipersidangan yang ada didalam putusan 
tersebut, seharusnya hakim sebagai wakil  Tuhan harus bersikap adil terhadap perkara 
Yusman Telaumbanua yang faktanya Yusman Telaumbanua hanya berperan 
membantu pelaku Rusula Hia, Ama Pasti Hia, Amosi Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni di 
dalam delik kasus pembunuhan berencana tersebut, sehingga seharusnya Yusman 
Telumbanua dijatuhkan hukuman pidana dalam KUHP yaitu Pasal 56 dan Pasal 57 
KUHP yang menjelaskan tentang hal pokok pembantuan dalam tindak pidana suatu 
kejahatan. Dimana isi dari Pasal 56 KUHP dan Pasal 57 KUHP yaitu: 
Pasal 56 KUHP dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan: 
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ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantukan pada waktu kejahatan   
dilakukan; 
ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan 
untuk melakukan kejahatan.” 
Pasal 57 KUHP yang mengatur hukuman yang dapat dikenakan kepada Yusman 
Telaumbanua 
1. “Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap 
kejahatan, dikurangi sepertiga. 
2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas 
tahun. 
3. Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatan 
sendiri 
4. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan 
hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, 
serta akhibat-akibatnya.” 
 
2. Putusan No. 08/Pid.B/2013/PN-GS menyatakan bahwa pelaku Yusman Telaumbanua 
merupakan pelaku yang dewasa atau cukup umur, namum ada bukti lain yang 
ditemukan berupa akta baptisan  yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia No. 
03/GBI.TK/II/2015, yang menyebutkan bahwa tersangka Yusman Telaumbanua lahir 
di Nias pada tanggal 30 Desember 1996. Dimana dari akta baptisan tersebut sangat 
bertolak belakang dengan isi identitas Yusman Telaumbanua pada Putusan 
Pengadilan Gunungsitoli No.08/Pid.B/2013/PN-GN, dalam putusan tersebut 
menyebutkan bahwa terdakwa Yusman Telaumbanuna lahir di Hilino Zega pada 
tahun 1993 dan berumur 19 tahun. 
Jika berdasarkan akta baptisan tersebut yang menyebutkan bahwa Yusman 
Telaumbanua lahir pada tahun 1996 yang ketika putusan ini dijatuhkan Yusman 
Telaumbanua masih berumur 16 Tahun, hal ini jelas bertolak belakang dengan Pasal 
26 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak jo Undang-
Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu: 
“apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 
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seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling 
lama 10 (sepuluh) tahun.” 
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